VALIDASI TERHADAP
KEASLIAN SURAT KETERANGAN

PENGADILAN NEGERI BIREUEN

Craterang Validitas Layanan Elektronik

Nomor Register : 55/SK/HK/06/2019/PN Bir
Pengadilan Negeri Bireuen

Identitas Pemohon

© Dwestorat Jenceral Badan Peradian Umum

Mahkaman Agung Repubik indonesia

TATA CARA PENDAFTARAN
AKUN ERATERANG

Mengakses melalui laman website
https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id
Melakukan pendaftaran akun dengan klik “Daftar
dengan Google” atau “Daftar dengan email”
Mengisi data diri yang diminta

- Nama Lengkap

- Alamat Email

- Kata Sandi

Buka email dan klik aktivasi user

Akun yang terverifikasi sudah dapat digunakan

untuk mendaftarkan Surat Keterangan

Bantu Kami Membangun

dengan lIIPYX{ memberi
Imbalan atau Gratifikasi

e-Brosur Kepaniteraan Direktori Putusan
Muda Hukum PN Bireuen

SIWAS MA-RI Indeks Kepuasan Indeks Persepsi
Masyarakat (IKM) Korupsi (IPK)
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SURAT KETERANGAN

Jangkauan Layanan yang lebih luas

ﬂ LAYANAN ’

Validasi terhadap pihak-pihak
berperkara di Pengadilan

2 WVAEIDITAS;

g KECERATAN

Kecepatan dalam Pelayanan Publik dengan
bantuan Teknologi Informasi yang tepat

PTSP

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENGADILAN NEGERI BIREUEN

Jalan Sultan Malikussaleh - Geulanggang Teungoh
Telp./ Fax. (0644) 21049 - 323830
BIREUEN - 24251
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Eraterang

Surat Keterangan Elektronik

Merupakan layanan permohonan Surat Keterangan secara Elektronik yang dapat diakses oleh
Pemohon dimanapun berada, selama tersedianya jaringan Internet dan Ponsel Pintar

TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/11/2019

Smart Phone)/ Komputer.
( ) P JENIS PENERIMAAN TARIF  SATUAN
JENIS SURAT KETERANGAN PERSYARATAN R N e N (Ruplah)
» SuratKeterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit » Surat Permohonan Surat Keterangan; HAK KEPANITERAAN LAINNYA
» SuratKeterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana » Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara diatas Materai
. SuratKeterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Rp.6.000,- (1 Lembar); ek Penges:ahan dan Pendaftaran 10.000 per surat
i pi i Surat Pernyataan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya diatas Materai Suratdi Bawah Tangan :
« Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan | ° Surat Fernyataan lidak osedang Uicabut Rak Filihnya diatas Materal
Politik Rp.6.000,- (1 Lembar); b. P h T /Sali
. . . Penyerahan Turunan/Salinan
+ Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara e T 22 Putusan/Penetapan Pengadilan 500 per lembar
L » PasFotoBerwarna 4x6 (1 Lembar);
Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang menjadi Tanggung "
. » Fotocopy SKCK Legalisir (1 Lembar);
Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara . MembavarLeges/PNBP Rp.10.000 - c. Pencatatan Pembuatan Akta
Y 9 p.15.9L5, dan Berita Acara Penyumpahan 10.000 per berita acara
diluar Putusan Pengadilan
TAHAPAN PERMOHONAN .
d. Penyimpanan dan Penyerahan
kembali Uang, Sura? _Berharga! 10.000 per surat
dan Barang yang disimpan di
Kepaniteraan
PEMOHON PENGADILAN PEMOHON e. Akta/Surat Keterangan Asli
Melakukan Pendaftaran Melakukan verifikasi Datang ke Pengadilan yang dibuat di Kepaniteraan di 10.000 per akta/surat
Pengguna pada aplikasi data pemohon dan dengan membawa Surat L Perk
Eraterang melakukan cek pada Permohonan yang dicetak uar Ferkara
basis data perkara dari aplikasi Eraterang :
https://eraterang.badilum. PEMOHON nasional pada aplikasi PENGADILAN untuk mengambil f. Penertiban dan Penyerahan
mahkamahagung.go.id PTSP+ Surat Keterangan H H P
gung-9 Melakukan Permohonan Cetak Surat Keterangan 9 Akta _Ceral yang dlbuat_ di 10.000 per akta
dengan menginput pada aplikasi PTSP+ ® Kepaniteraan pada Pengadilan
Formulir Elektronik yang Agama
sudah disediakan
g. Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa per surat
Insidentil untuk mewakili Pihak 10.000 kuasalkuasa
W yang berperkara di Pengadilan insideltil
AN h. Pendapatan Uang Meja (Leges) per putusan/
dan Upah di Panitera Badan 10.000
. penetapan
Peradilan
i. Sisa Uang Panjar Biaya Perkara
(yang tidak diambil dalam waktu per perkara
6 bulan)
Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2016 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak PENGADUAN:
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terhadap Surat Keterangan Di Luar Perkara
Laporkan Pengaduan ke
T | S e e
entang Pemberlakuan Aplikasl Pelayanan lerpadu Satu Fintu Flus u | u ul
Tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (PTSP+)dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) Di Lingkungan = il - P P g
Nomor 3 Tahun 2016 Peradilan Umum mail
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